
Menimbang 

Mengingat 

WAL I KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTi\LO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 3? TAHUN 2020 

TENTANG 

S I S T E M DAN P R O S E D U R PENGAMANAN DAN P E M E L I H A R A A N B/^RANG M I L i K 

D A E R A H KOTA GOROIMTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAI^G MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

: a . bahwa da lam rangka opt imal isasi pengelolaan barang mi l lk 

Pemerintah Kota Gorontalo pada s e lu ruh Perangkat Daerah 

dan un i t ke i j a , per lu adanya pengelolaan yang menye luruh 

dan terpadu; 

b. bahwa u n t u k tert ibnya pengelolaan barang k h u s u s n y a 

pada pengamanan dan pemel iharaan barang mi l ik 

Pemerintah Kota Gorontalo per lu pengaturan yang efektif; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimema d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b per lu membentuk Peraturan 

Wal l kota Gorontalo trmtang S is tem dan Prosedur 

Pengamanan dan Pemel iharaan Barang JVlilik Daerah 

Kota Gorontalo; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-dasrah T ingkat I I di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentEing Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 

Nomor 47 , T a m b a h a n Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 4286) ; 
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WALI KOTA GORONTALO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 32 TAHUN 2020 

TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN FEMELIHARAAN BARANG MILIK 

Menimbang 

Mengingat 

DAERAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaari barang milik 

Pemerintah Kota Gorontalo pada seluruh Perangkat Daerah 

dan unit kerja, perlu adanva pengelolaan yang menyeluruh 

dan terpadu, 

bahwa untuk tertibnya pengelolaan barang khususnya 

pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

Pemerintah Kota Gorontalo perlu pengaturan yang efektif' 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Wali kota Gorontalo tentang Sistem dan Prosedur 

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Kota Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 entar 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Nega a 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 
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4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahf in L e m b a r a i 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan an ta ra Pemerintah Pusa t d a i 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan L e m b a r a i 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , Tambaha j i L e m b a r a i 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakhir d e n g a i 

Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a i 

Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah homor 40 T a h u n 1996 tentang 

Hak G u n a U s a h a , Hak G u n a B a n g u n a n dan Hak Paka i Atas 

T a n a h (Lembaran Negara Flepublik Indonesia T a h u n 1995 

Nomor 3643) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2005 tentang 

S tandar Akun tans i Pemer intahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 49, T a m b a h a i 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4503) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 

S is tem Informasi Keuangan Daerah (Lemtiaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahap 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia ^fomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal i 

Nomor 6 5 T a h u n 2010 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambahan Lembarap 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5150) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentanlg 

Pengelolaan Ba rang Mil ik Negara/Daerah ( L e m b a r a i 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92 , 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ndgah 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 3643), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4503): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Repuoslik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5150): 

Peraturan Pemerintah Ncmor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
PERANGKAT | KABAG 
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Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5533) ; 

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ i k: 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 , Tambah jm Lembarap 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

12. Peraturan Menteri Da l am Negeri Nomor 5 T a h u n 19917 

tentang T u n t u t a n Perbendaharaan dan T u n t u t a n Ganjti 

Rugi Keuangan dan B a r a n g Daerah; 

13. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerat i 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir d e n g a i 

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 ; 

14. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 19 T a h u n 20116 

tentang Pedoman Pengelolaan B a r a n g Mil ik Daerah (Beritja 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 2019 tentang Anggarah 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah T a h u n Anggaran 202 D 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 202:0 Nomor 11 

M E M U T U S K A N : 

M(metapkan : P E R A T U R A N WALI KOTA T E N T A N G S I S T E M DAI^ PROSEDU|? 

PENGAMANAN DAN P E M E L I H A R A A N BARANG MlL l 

D A E R A H 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

D a l a m Peraturan Wal i Kota in i , yang d imaksud dengan: 

1, Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemer intahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan pr insip otonomi se luas - luasnya 

da lam sistem dan pr insip Negara Kesa tuan FJepublik Indonesia sebagaimana 

d imaksud da lam Undang-Undang Dasai- Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 1945. 

PEEANGKAT 
DAERAH 
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Menetapkan 

11. 

12. 

13. 

14. 

19. 

- La 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, | 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kaggurak 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 11), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK 

DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilar Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 19445. 
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3. Pemerintah Daerah Kota ada lah Wal i Kota. sebagai u n s u r penyelenggara 

! Pemer inP ihan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemer intahan 

I yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
I 

14. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

5. Pemegang K e k u a s a a n Pengelolaan Ba rang Milik Daerah adalah Wal i Kot^ 

Gorontalo. 

6. Dewan P( ;rwaki lan Rakya t Daerah yang se lan jutnya dis ingkat 13PRD ada lah 

lembaga perwaki lan rakya t Daerah yang berkedudukan sebagai u n s u r 

' penyelenjjgara Pemerintah Daerah. 

7. Pengelola B a r a n g Mil ik Daerah yang se lan jutnya disebut Pengelola B a r a n 

I ada lah i)ejabat yang berwenang dan bertanggung jawab me lakuka j i 

koordinasi pengelolaan barang mi l ik daerah. I 

8. Sekretar is Daerah Kota Gorontalo ada lah Pengelola Ba rang Mil ik Daerah. 

9. Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu Wal i Kota dan D P R D dalai j i 

, penyeleniggaraan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenar.gan daerah. 

10. Pejabat Pena tausahaan Ba rang ada lah Kepala Perangkat Daerah y a n t 

i mempunya i fungsi pengelolaan barang mi l ik daerah se laku pejabat 

i pengelola. keuangan daerah. 

^11 . Pengguna Ba rang ada lah pejabat pemeg;ang kewenangan penggunaa^ 

I B a r a n g Mil ik Daerah. 

12. Uni t Ke i j a ada lah bagian dar i Perangkat Daerah yang me laksanakan 1 (satiji) 

a t au beberapa program. 

13. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah yang se lan jutnya dis ingkat APBt ) 
I 

ada lah remcana keuangan t ahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
i 

14. B a r a n g Mil ik Daerah ada lah s emua barang yang dibeli a tau cdperoleh a tas 

beban i'^nggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah a tau berasal d a i i 

perolehan l a innya yang sah . I 

15. K u a s a Pengguna Ba rang ada lah kepala s a tuan ker ja a tau pejabat yang 

d i tun juk oleh Pengguna Ba rang u n t u k menggunakan barang; yang berada 

da lam penguasaannya dengan seba ik -ba ikrya . 

16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba rang ada lah Pejabat yang 

me l aksanakan fungsi ta ta u s a h a barang mi l ik daerah pada Pengguna 

Barang . 

17. Pengurus Barang Mil ik Daerah yang se lanjutnya disebut Pengurus Ba rang 

ada lah Pejabat dan/a tau J a b a t a n Fungs ional U m u m yang d.iserahi tugqs 

mengurus barang. 
P E R A N G K A T 
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12. 

14. 

16. 

17. 

maka 

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Wali Kota 

Gorontalo. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

Sekretaris Daerah Kota Gorontalo adalah Pengelola Barang Milik Daerah. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat 

pengelola keuangan daerah. 

. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

Barang Milik Daerah. 

|. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) 

atau beberapa program. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 

dalam penguasaannya dengan sebaik-baikrya. 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. 

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 

adalah Fejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 

mengurus barang. 
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18. Pengurus^ B a r a n g Pengelola ada lah pejabat yang d iserahi tugeis mener ima, 

menyimpan, mengeluarkan, dan mena tausahakan barang mi l ik daera l i 

pada Pejgtbat Penatausahaan Barang . 

19. Pengurus. B a r a n g Pengguna ada lah J a b a t a n Fungs iona l U m u m jfang 

d iserahi tugas mener ima, meny impan, mengeluarkan, mena tausahakan 

barang mi l ik daerah pada Pengguna Barang . 

20. Pembantu Pengurus Ba rang Pengelola ada lah pengurus laarang yang 

membantu da lam penyiapan admin is t ras i m a u p u n teknis penatausahaan 

barang m i l ik daerah pada Pengelola Barang . 

2 1 . Pembantu Pengurus B a r a n g Pengguna ada lah Pengurus barang yang 

membantu da lam penyiapan admin is t ras i m a u p u n teknis penatausahaan 

barang mi l ik daerah pada Pengguna Barang . 

22 . Pengurusi Ba rang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerimj., 
I 

menyimpan, mengeluarkan, mena tausahakan dan mempertanggung 

j awabkar i barang mi l ik daerah pada K u a s a l^engguna Barang . 

23 . Peni lai ada lah p ihak yang me l akukan peni la ian secara independen 

berdasarlcan kompetensi yang d imi l ik inya. 

24. Peni la ian ada lah proses kegiatan u n t u k member ikan s u a t u opini n i la i a tas 

sua tu objek peni la ian berupa Ba rang Mil ik Daerah pada saat tertentu. 

281. Peni lai Pemerintah ada lah Peni lai Pemerinteih Pusat dan Penilai Pemerintan 

Daerah. 

29'. Pengelolaan Ba rang Mil ik Daerah ada la l i k ese lu ruhan k(;giatan yang 

mel iput i perencanaan kebu tuhan dan penganggaran, pengadaari, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemel iharaan, penilaiar., 

pemindahtanganan, pemusnahan , penghapusan, penatausahaan d a i 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

30. Perencanaan Kebutuhan ada lah kegiatan m e r u m u s k a n r inc ian k e b u t u h a i 

B a r a n g Mil ik Daerah u n t u k menghubungkan pengadaan barang yang te la l i 

l a lu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar da lam m e l a k u k a i 

t indakan yang a k a n datang. 

3 1 . Rencana Kebutuhan Ba rang Mil ik Daerah , yang se lan jutnya disingkg.t 

R K B M D , ada lah dokumen perencanaan kebutuhan barang mi l ik d a e r a i 

u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

32!. Penggunaan adalah kegiatan yang d i l akukan oleh Pengguna Ba rang d a l a r i 

mengelola dan mena tausahakan Barang Mil ik Daerah yang sesua i d e n g a i 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
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Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah 

pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 

barang milik daerah pada Pengelola Barang. | 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. | 

. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkari barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. | 

. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. | 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu ob:ek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. 

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah 

Daerah. 

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. | 

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam asdfedantikash 

tindakan yang akan datang. | 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

'. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
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33 . Dokumer: kepemi l ikan ada lah dokumen s a h yang merupakan b u k l i 

j kepemi l ikan a tas barang mi l ik daerah. 

34. Daftar B a r a n g Mil ik Daerah ada lah daftar yang memuat data s e lu ruh barang 

mi l ik daerah 

35 . Daftar B a r a n g Pengguna ada lah daftar yang memuat data barang yanjg 

, d i gunakan oleh masing-masing Pengguna Barang . 

36. Daftar B a r a n g K u a s a Pengguna ada lah daftar yang memuat data ba ran 

yang d imi l ik i oleh masing-masing K u a s a Pengguna Barang . 

37. R u m a h Negara ada lah bangunan yang d imi l ik i Pemerintah Daerah dah 

berfungsi sebagai tempat tinggal a tau h u n i a n dan s a r a n a p e m b i n a a i 

ke luarga ser ta menunjang pe laksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawsi 

Negeri S i j i i l Pemerintcih Daerah yang bersangkutan. 

38. P ihak la in ada lah p ihak-p ihak selain Kementer ian/ I^mbaga daiji 

Pemerintah Daerah . 

B A B 11 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 2 

R u a n g lingku]3 Pera turan Wal i Ko ta ada lah: 

a . pr ins ip u m u m ; 

b. pengamanan barang mi l ik daerah berupa t anah ; 

c. pengamanan barang mi l ik daerah berupa gedung dan/a tau bangunan; 

d. pengamanan barang mi l ik daerah berupa kemdaraan d inas ; 

e. pengamanan barang mi l ik daerah berupa r u m a h negara; 

f. pengamanan barang mi l ik daerah berupa bfirang persediaan; 

g. pengamanan barang mi l ik daerah berupa bfirang tak berwujuci; 

h . pengamanan barang mi l ik daerah selain tamah, gedung dan/atau bangunah, 

r u m a h negara, dan barang persediaan yang mempunya i do]<umen berita 

aca ra serah ter ima;dan 

i . pemel iharaan. 

B A B 111 

PRINSIP UMUM 

Pasa l 3 

i ( l ) Pengeloki Barang , Pengguna B a r a n g dan/a tau k u a s a Pengguna Baranlg 

wajib m idakukan pengamanan barang mi l ik daerah yang berada da lam 

penguasaannya. 

PEEIANGKAT 
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33, 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

2G 

Dokumer. kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 

kepemilikan atas barang milik daerah. 

Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang 

milik daerah 

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 

digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 

yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 

keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota adalah: 

a. 

T 
a 

9 
0
 »
 
@ 

(1) 

prinsip umum, 

pengamanan barang milik daerah berupa tanah, 

pengamanan barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan, 

pengamanan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, 

pengamanan barang milik daerah berupa rumah negara, 

pengamanan barang milik daerah berupa barang persediaan, 

pengamanan barang milik daerah berupa barang tak berwujud, 

pengamanan barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, 

rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita 

acara serah terima,dan 

pemeliharaan. 

BAB III 

PRINSIP UMUM 

Pasal 3 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang 

wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya. 
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(2) Da lam r^ingka pengamanan barang mi l ik daerah, Pengurus B a r a n g dapat 

d ibantu oleh 1 (satu) orang penanggung; j awab bidang yang ditunjujk 

berdasarkan Sura t Per intah dar i Pengguna Barang. 

(3) Pengamanan barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

mel iputi : 

a . pengamanan fisik; 

b. pengamanan admin is t ras i ; dan 

c. pengamanan h u k u m . 

Pasa l 4 

(1) B u k t i ke]3emilikan barang mi l ik daerah wajib d is impan dengan tertib dan 

aman . 

(2) Peny impanan bukt i kepemi l ikan barang mi l ik daerah d i l akukan oleh 

Pengelolai Barang . 

Pasa l 5 

Wal i Kota dapat menetapkan kebi jakan a s u r a n s i a t au pertanggungan dalanli 

r angka pengamanan barang mi l ik daerah tertentu dengan mempertimbangkaiji 

k emampuan ]<euangan daerah. 

B A B IV 

PENGAMANAN BARANG MIL IK D A E E A H B E R U P A TANAH 

Pasa l 6 

(1) Pengamanan f isik t anah d i l akukan dengan an ta ra la in : 

a . memasang tanda letak t anah dengan membangun pagar batas; 

b. memasang tanda kepemi l ikan tanah ; dan 

c. me l akukan penjagaan. 

(21 Pengamanan fisik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanaka i i 

dengan mempert imbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah daiji 

kondis i/letak t anah yang bersangkutan. 

(3) Pengamanan admin is t ras i t anah d i l akukan dengan: 

a . menghimpun, mencatat, meny impan, dan mena tausahakan dokumen 

bukt i kepemi l ikan t anah secara tertib dan a m a n ; 

b. me l akukan langkah- langkah sebagai ber ikut: 

1. melengkapi bukt i kepemi l ikan dan/a tau menyimpan s<;rtifikat 

t jmah; 
PEEANGKAT 

DAERAH 
KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA   

(21 

(31 

(1) 

KP 

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah, Pengurus Barang dapat 

dibantu oleh 1 (satu) orang penanggung jawab bidang yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Perintah dari Pengguna Barang. 

Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. pengamanan fisik, 

b. pengamanan administrasi, dan 

Cc. pengamanan hukum. 

Pasal 4 

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan 

aman. 

Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh 

Pengelola Barang. 

Pasal 5 

Wali Kota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam 

rangka pengamanan barang milik daerah terteritu dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah. 

(1) 

(21 

(3) 

BAB IV 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 

Pasal 6 

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: 

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, 

b. memasang tanda kepemilikan tanah, dan 

c. melakukan penjagaan. 

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan 

kondisi/letak tanah yang bersangkutan. 

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: 

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen 

bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman, 

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat 

tanah, 
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2. membuat k a r t u identitas barang; 

3. me l aksanakan inventar isas i/sensus barang mi l ik daerah sekal i 

da lam 5 (lima) t a h u n serta melaporkian has i lnya ; dan 

4. mencatat da lam Daftar Ba rang Pengelola/ Pengguna B a r a n g / K u a s ^ 

Pengguna. 

(4j Pengamanan h u k u m d i l akukan terhadap: 

a . t anah yang belum memil ik i sertif ikat; d an 

b. t anah yang sudah memi l ik i serti f ikat n a m u n belum atas n a m ^ 

pemerintah daerah. 

Pasa l 7 

Da lam ha l pembangunan pagar batas sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 6 ayat 

(1) h u r u f a b<;lum dapat d i l a k u k a n d ikarenakan keterbatasan a n j ^ a r a n , m a k a 

pemasangan tanda letak t anah d i l akukan mela lu i pembangunan patok penandp 

b£itas tanah . 

Pasa l 8 

Tginda kepemi l ikan t anah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 Eiyat (1) h u n j f 

b, d ibuat dengan ketentuan an ta ra la in : 

a . berbahan mater ia l yang t idak mudah rusak ; 

b. diberi tu l i san tanda kepemi l ikan; 

c. gambar lambang pemerintah daerah; dan 

d. informasi l a in yang dianggap per lu. 

Pasa l 9 

(1) Pengamanan h u k u m terhadap tanah y£mg belum memil ik i sertif ikdt 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (4) h u r u f a d i l akukan denga i 

cara : 

a . apabi la barang mi l ik daerah telah c l idukung oleh dokumen awhl 

kepemi l ikan, an ta ra la in berupa Letter C, a k t a j u a l beli, akte h ibah , a t au 

dokumen setara l a innya , m a k a Pengelola Barang/Pengi^una B a r a n g 

dan/£Ltau K u a s a Pengguna B a r a n g segera mengajukan pe rmohona i 

penerbitan serti f ikat a tas n a m a pemtjrintah daerah keipada B a d a i 

Per tanahan Nasional/Kantor Wi layah B a d a n Pertanah.an Nas i omJ 

setempat/Kantor Per tanahan setempat sesuai dengan ketentuap 

peraturan perundang-undangan; dan 
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membuat kartu identitas barang, 

melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali 

dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya, dan 

4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/ Kuasa 

Pengguna. 

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

a. tanah yang belum memiliki sertifikat, dan 

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama 

pemerintah daerah. 

Pasal 7 

Dalam hal pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka 

pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda 

batas tanah. 

Pasal 8 

Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hu if 

b, dibuat dengan ketentuan antara lain: 

a. berbahan material yang tidak mudah rusak, 

b. diberi tulisan tanda kepemilikan, 

Cc. gambar lambang pemerintah daerah, dan 

d. informasi lain yang dianggap perlu. 

Pasal 9 

(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan dengan 

cara: 

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal 

kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau 

dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengzguna Barankg 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohon 

penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan 

Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan 
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b. apabi la barang mi l ik daerah t idak d idukung dengan dokumen 

kepemi l ikan, Pengelola Barang/Pengguna Ba rang dan/atau K u a s a 

Pengguna Ba rang mengupayakan u n t u k memperoleh dokumen awe l 

kepemi l ikan seperti r iwayat tanah . ' 

(2) Pengamanan h u k u m terhadap t anah yang sudah berserti f ikat n a m u n belur i 

a tas n a m a pemerintah daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ays t 

(4) h u r u f b d i l akukan dengan c a r a Pengelola Barang/Pengguna B a r a n g 

dan/a tau K u a s a Pengguna Barang segera mengajukan pe rmohona i 

perubahan n a m a serti f ikat hak atas t anah kepada kantor p e r t a n a h a i 

setempat menjadi a tas n a m a pemerintah ds.erah. 

B A B V 

PENGAMANAN BARANG MIL IK D A E R A H 

B E R U P A G E D U N G DAN/ATAU BANGUNAN 

Pasa l 10 

(1) Pengamanan fisik gedung dan/a tau bangur^an d i l a k u k a n dengan, an ta ra 

la in : 

a. membangun pagar pembatas gedung dan/a tau bangunan; 

b. memasang tanda kepemi l ikan berupa papan nama ; 

c. me l akukan t indakan ant is ipas i u n t u k mencegah/ menanggqlangi 

terjadinya kebakaran ; 

d. gedung dan/a tau bangunan yang memi l ik i fungsi strategis a tau yang 
j 

berlol<:asi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukf in pelayanajn 

langsung kepada masyaraka t dapat memasang Closed-Cir>7uit Televisi<\n 

(CCTV) ; 

e. menyediakan sa tuan pengamanan dengan j u m l a h sesuji i fungsi ddn 

p e r u n t u k k a n gedung dan/a tau bangunjm sesua i kondis i lokasi gedur.g 

dan/£Ltau bangunan tersebut. 

(2) Pengamanan fisik terhadap barang mi l ik daerah berupa gedung dan/ataju 

bangunan sebagaimana d imaksud padsi ayat (1) d i l akukan dengan 

memperhat ikan s k a l a prioritas dan kemampuan keuangan pemerintapi 

daerah. 

(3) S k a l a prioritas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) an ta ra la in : 

a . fungsi penggunaan bangunan; 

b. lokasi bangunan; dan 

c. u n s u r n i la i strategis bangunan. 
PE]?ANGKAT 
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b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen 

kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal 

kepemilikan seperti riwayat tanah. 

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum 

atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan 

perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan 

setempat menjadi atas nama pemerintah daerah. 

BAB V 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA GEDUNG DAN/ATAU 38ANGUNAN 

Pasal 10 

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangur:an dilakukan dengan, antara 

lain: 

a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan, 

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, 

& melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi 

terjadinya kebakaran, 

gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang 

berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan 

langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television 

(CCTV), 

. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan 

peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung 

dan/atau bangunan tersebut. 

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah 

daerah. 

Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: 

a. fungsi penggunaan bangunan, 

b. lokasi bangunan, dan 

Cc. unsur nilai strategis bangunan. 
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(4) Pengamanan admin is t ras i gedung dan/atau bangunan d i l akukan d e n g a i 

menghimpun, mencatat, meny impan, dan mena tausahakan secara tertip 

dan teratur a tas dokumen sebagai berikut: 

a . dokumen kepemi l ikan berupa S u r a t Iz in Mendir ikan B a n g u n a n (1MB); 

b. keputusan penetapan s ta tus penggunaan gedung dan/atau bangunan; 

c. daftar Ba rang K u a s a Pengguna berupa g<3dung dan/atau bf ingunan; 

d. daftar Ba rang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 

e. daftar Ba rang Pengelola berupa gedung dan/a tau bangunan; 

f. Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) ; dan 

g. dokumen terkait l a innya yang d iper lukan. 

(5) Pengamanan h u k u m gedung dan/a tau bangunan: 

a . me l akukan pengurusan Iz in Mendir ikan B a n g u n a n (1MB), bagi bangunajn 
j 

yang be lum memil ik i I z in Mendir ikan B a n g u n a n (1MB); dan 

b. mengusu lkan penetapan s ta tus penggunaan. 

B A B V I 

PENGAMANAN BARANG MILJK D A E R A H 

B E R U P A KENDARAAN DINAS 

Pasa l 11 

(Iji Kendaragm d inas terdiri dar i : 

a . Kendaraan perorangan d inas , ya i tu kendaraan bermotor yang 

d igunakan bagi pemangku j aba tan : 

1. Wal i Kota; 

2. Wak i l Wal i Kota. 

b. Kenda r a a n d inas j aba tan , ya i tu kendaraan yang disediakar. dan 

dipergunakan pejabat u n t u k kegiatan operasional perkantoran; 

c. Kenda r a a n d inas operasional d isediakan dan dipergunakan u n t u k 

pelayainan operasional k h u s u s , lapangan, dan pe layanan u m u m . 

(2) Pengamanan fisik kendaraan d inas d i l akukan terhadap: 

a . kendaraan perorangan d inas ; 

b. kendaraan d inas j aba tan ; dan 

c. kendaraan d inas operasional. 

Pasa l 12 

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan fLerorangan d inas sebagaimanJa 

d imaksud da lam Pasa l 11 ayat (2) h u r u f a d i l akukan dengan membuat Ber i ta 
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Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan 

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib 

dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

a. 

T 

c 

d 

e. 

f. 

g 

dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan, 

. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, 

. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, 

daftar Barang Pengelola berupa gedung clan/atau bangunan, 

Berita Acara Serah Terima (BAST), dan 

. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: 

a. 

b. 

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan 

yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB): dan 

mengusulkan penetapan status penggunaan. 

BAB VI 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA KENDARAAN DINAS 

Pasal 11 

Kendaraan dinas terdiri dari: 

a. 

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: 

Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang 

digunakan bagi pemangku jabatan: 

1. Wali Kota, 

2. Wakil Wali Kota. 

Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan 

dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran, 

Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk 

pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. 

a. kendaraan perorangan dinas, 

b. kendaraan dinas jabatan, dan 

Cc. 

| 

kendaraan dinas operasional. | 

| 
Pasal 12 

| 

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membuat Berita 
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Aca ra Se rah Ter ima (BAST) kendaraan an ta ra Pengguna B a r a n g / K u a s a 

Penggun£i Ba rang yang me l akukan penatausahaan kendaraan perorangap 

d inas dengan Pejabat yang menggunakan k imdaraan perorangan dinas. 

(2) Ber i ta Acara Serah Te r ima (BAST) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berisi k l a u s a an ta ra la in : 

a . pernyataan tanggung j awab a tas kendaraan dengan keteremgan, antaija 

la in nomor polisi, merek, t a h u n peraki tan kendaraan , kode barang 

kendaraan d inas perorangan, dan r inc ian perlengkapan yang melekqt 

pada kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung j awab atas kendart ian d inas dengan se luruh risik^D 

yang melekat a tas kendairaan d inas tersebut; 

c. p<;rnyataan u n t u k mengembal ikan kendaraan setelah berakhirnyla 

jangkf i w a k t u penggunaan a tau m a s a jaba tan telah benakhir kepad 

Pengguna Barang/ K u a s a Pengguna B a r a n g yang me lakukap 

penatausahaan kendaraan perorangan d inas ; 

d. pengembalian kendaraan perorangan d inas d iserahkan pada sadt 

b e r a k h i m y a m a s a j aba tan sesua i yang tertera da lam berita aca ra sera i 

terima. kendaraan . 

(3) Pengembalian kendaraan perorangan d inas d i tuangkan da lam berita acara 

penyerahan. 

(4) Kehi langim Kendaraan Perorangan D inas menjadi tan^jgung jawaJb 

penanggung j awab kendaraan dengan s a n k s i sesua i peraturan perundang-

undangan. 

Pasa l 13 

(1] Pengamanan fisik terhadap kendaraan d inas j aba tan sebagaimaria 

d imaksud da lam Pasa l 11 ayat (2) h u r u f b d i l a k u k a n dengan membuat 

Ber i ta Acara Serah Ter ima (BAST) kendaraan antara : 

a . Pengelola Ba rang dengan Pengguna Baremg yang mengguni ikan 

kends.raan D inas J a b a t a n Pengguna Barang ; 

b. Pengguna B a r a n g dengan K u a s a Pengguna Ba rang yang memggungikan 

kends.raan j aba tan K u a s a Pengguna Barang ; dan 

c. Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna Barging dengan pejabat yang 

mengj^unakan kendaraan d inas j aba tan . 

(2) Ber i ta Acara Serah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berisi kleiusa an ta ra la in : 
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Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/ Kuasa 

Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan 

dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas. 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berisi klausa antara lain: 

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara 

lain romor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang 

kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat 

pada kendaraan tersebut, 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko 

yang rnelekat atas kendaraan dinas tersebut, 

C. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya 

jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada 

Penggana Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan kendaraan perorangan dinas, 

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat 

berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah 

terima kendaraan. | 

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara 

penyerahan. 

Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab 

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan Peng Ag 

undangan. | 

Pasal 13 

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat 

Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: 

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan 

kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang, 

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan 

kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang, dan 

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang 

menggunakan kendaraan dinas jabatan. 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berisi klausa antara lain: 
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a. pernyataan tanggung j awab atas kendaiman dengan ketenangan an ta ra 

la in : nomor polisi, merek, t a h u n perakitgm kendaraan , kode barang, d a i 

r inc ian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung j awab atas kendaraan d inas dengan sieluruh risikjn 

yang melekat a tas kendaraan d inas j a b a m n tersebut; 

c. pernyataan u n t u k mengembal ikan kendaraan setelah be rakh imya 

j a n g k a w a k t u penggunaan a tau m a s a j aba tan telah berakh:ir; dan 

d. pengembalian kendaraan d inas j aba tan d ise rahkan pada sadt 

b e rak i i imya m a s a j aba tan sesua i yang tertera da lam berita aca ra serap 

terimgi kendaraan. 

(3) Pengembalian kendaraan d inas j aba tan d i tuangkan da lam berita aca ra 

penyerahan kembal i . 

(4) Kehi langan kendaraan d inas j aba tan menjgidi tanggung jawahi penanggung 

j awab kendaraan dengan s a n k s i sesua i ketentuan Peraturan Perundang -

undangan. 

Pasa l 14 

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan d inas operasional sebagaimania 

dimaksu<l da lam Pasa l 11 ayat (2) h u r u f c d i l a k u k a n dengan membuat surg.t 

pemyataan tanggung j awab atas kendaratm d inas operasional d imaksu 1 

dan di tandatangani oleh Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna B.arang d e n g a i 

penanggung j awab kendaraan d inas operasional. 

(2) S u r a t pemyataan tanggung j awab sebagaimana d imaksud j jada ayat (!) 

memuat an ta ra la in : 

a . nomo]- polisi, merek, t a h u n peraki tan kendaraan , kode barang, d a i 

perlengkapan kendaraan tersebut; 

b. pemyataan tanggung j awab a tas kendaraan d inas operasional denga i 

s e lu ruh r is iko yang melekat a tas kendaraan d inas tersebut:: 

c. pemyataan u n t u k mengembal ikan kendaraan d inas s€;gera s e t e l a i 

j angka w a k t u penggunaan berakhir ; 

d. pengembalian kendaraan d inas operasional d i tuangkan dalam berita 

aca ra penyerahan kembal i ; dan 

e. meny impan kendaraan d inas operasional pada tempat yang; d i tentukan 

(3) Apabi la kendaraan d inas yang hi lang sebagai akibat dar i kesa lahan a tau 

ke la la ian a tau penyimpangan dar i ketentuan, m a k a Pejabat/penanggung 

j awab yang menggunakan kendaraan d inas sebagai penanggung j awab 
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a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara 

lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan 

rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut, 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko 

yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut, 

Cc. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya 

jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir, dan 

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat 

berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah 

terima kendaraan. 

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara 

penyerahan kembali. 

Kehilangan kendaraan dinas jabatan menjadi tanggung jawab penanggung 

jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Pasal 14 

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membuat surat 

pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud 

dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dengan 

penanggung jawab kendaraan dinas operasional. 

Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat antara lain: 

a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan 

perlengkapan kendaraan tersebut, | 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan 

seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut. 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah 

jangka waktu penggunaan berakhir, 

d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita 

acara penyerahan kembali, dan | 

e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan, 

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau 

kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung 

jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab 
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kendara£in d inas d ikenakan sanks i sesua i dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasa l 15 

(1) Pengamanan admin is t ras i kendaraan d inas d i l akukan , dengan 

menghimpun, mencatat, meny impan, dan mena tausahakan secara terti|b 

dan teratur a tas dokumen sebagai berikut: 

a . B u k t i Pemil ik Kendaraan Bermotor (BPKB ) ; 

b. fotokopi S u r a t T a n d a Nomor Kendaraan (STNK); 

c. Berita Acara Serah Ter ima (BAST) ; 

d. ka r tu pemel iharaan; 

e. data daftar barang;dan 

f. dokumen terkait l a innya yang d iper lukan. 

(2) Pengamanan h u k u m Kendaraan D inas di la lcukan, an ta ra la in : 

a . me l akukan pengurusan semua dokumen kepemil ikan kendaraah 

bermotor, seperti B P K B dan STNK, t e rmasuk pembgyaran Pajajk 

Kend£iraan Bermotor (PKB) ; 

b. me l akukan pemprosesan T u n t u t a n Gant i Rugi yang d ikenakan padd 

p ihak-p ihak yang bertanggungjawab a tas kehi langan kendaraan d inas 

bermotor. 

B A B V l l 

PENGAMANAN BARANG MIL IK D A E R A H 

B E R U P A RUMAH N E G A R A 

Pasa l 16 

(1 ] Pengeloki Barang/ Pengguna Barang/ K u a s a Pengguna Barang di larang 

mene lantarkan r u m a h negara. 

(2) Pengamanan fisik r u m a h negara d i l akukan , an ta ra la in : 

a. pemasangan patok; dan/atau 

b. pemasangan papan nama . 

(3) Pemasangan papan n a m a sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b 

mel iputi unsur , an ta ra la in : 

a . logo pemerintah daerah; dan 

b. n a m a pemerintah daerah. 
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kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasal 15 

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan 

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib 

dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 

c. Berita Acara Serah Terima (BAST), 

d. kartu pemeliharaan, 

e. data daftar barang,dan 

f. dokurnen terkait lainnya yang diperlukan. 

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: 

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan 

bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), 

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada 

pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas 

bermotor. 

BAB VII 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA RUMAH NEGARA 

Pasal 16 

Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dilarang 

menelantarkan rumah negara. 

Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain: 

a. pemasangan patok, dan/atau 

b. pemasangan papan nama. 

Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi unsur, antara lain: 

a. logo pemerintah daerah, dan 

b. nama pemerintah daerah. 
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Pasa l 17 

(1) Setiap r u m a h negara diberi patok dar i bahan mater ia l yang t idak m u d a h 

rusak , dengan u k u r a n panjang dan tingigi d i sesua ikan dengan kondis i 

setempat. 

(2) Setiap r u m a h negara d ipasang papan nama kepemi l ikan pemerintah 

daerah. 

Pasa l 18 

( i ; Pengamanan fisik terhadap barang mi l ik daerah berupa r u m a h negaija 

d i l akukan dengan membuat Ber i t a AcarEi Se rah Ter ima (BAST) ruma|h 

negara. 

(2) Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan oleh: 

a . Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna Ba rang yang m e l a k u k a h 

penatausahaan r u m a h negara dengan pejabat negara a tau pemegar|g 

jabat f in tertentu yang menggunakan r u m a h negara pejabat negara a tau 

pemegang j aba tan tertentu; 

b. Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna Ba rang yang me l akukan 

penatausahaan r u m a h negara dengan Pengelola Elarang y a r g 

mengi^unakan r u m a h negara j aba tan Pengelola Barang ; 

c. Pengelola Ba rang dengem Pengguna B a r a n g yang menggui iakan r u m a h 

negara j aba tan Pengguna Barang ; 

d. Pengguna Ba rang dengan K u a s a Pengguna Ba rang yang menggunakan 

r u m a h negara j aba tan K u a s a Pengguna Barang; dan 

e. Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna B a i a n g dengan penanggung j awab 

r u m a h negara yang da lam penguasaan Pengguna E larang/Kuasa 

Pengelola Barang . 

(3) Ber i ta Acara Se rah Ter ima sebagaimana d imaksud pada ayat 12) memuat 

an ta ra I s in : 

a . pemyataan tanggung j awab atas r u m a h negara dengan keterangan j en i s 

golongan, luas , kode barang rumaJ i negara, dan kode barar.g 

s a rana/p rasa rana r u m a h negara da lam h a l r u m a h nej^ara tersebijit 

di lengkapi dengan sa rana/prasa rana di da lamnya; 

b. pernyataan tanggung j awab a tas r u m a h negara dengan se luruh r is iko 

yang melekat a tas r u m a h negara tersebut; 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDyi   

(1) 

(2) 

(1, 

(2| 

-14- 

Pasal 17 

Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah 

rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi 

setempat. 

Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah 

daerah. 

Pasal 18 

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rimah negara 

dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah 

negara. 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh: 

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang 

jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau 

pemegang jabatan tertentu, 

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang 

menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang, 

c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah 

negara jabatan Pengguna Barang, 

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan 

ruma) negara jabatan Kuasa Pengguna Barang, dan 

e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab 

rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa 

Pengelola Barang. 

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) memuat 

antara lain: 

a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis 

golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang 

sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut 

dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya, 

b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko 

yang melekat atas rumah negara tersebut, 
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c. pemyataan u n t u k mengembal ikan m m a h negara setelah b e rakh imya 

j a n g k a w a k t u S u r a t Iz in Penghunian (SIP) a t au m a s a j aba tan telab 

berakhir kepada Pengguna Barang/Kuas ia Pengguna Barang ; 

d. pengembalian r u m a h negara yang d i se rahkan kembal i pada sadt 

b e r a k h i m y a m a s a j aba tan a tau b e r a k h i m y a S u r a t Iz in Penghunian (SI^) 

kepada Pengelola Barang/Pengguna Banang/Kuasa Pengguna Barang ; 

e. pengembalian sa rana/prasa rana apabi la r u m a h negara dilengkabi 

sa rana/prasa rana sesua i Be r i t a Acara Se rah Ter ima (BAST) dan 

d ise rahkan kembal i pada saat bers ikh imya m a s a j aba tan a tau 

be rakh imya S u r a t Iz in Penghunif in (SIP) kepada Pengelola 

Barang/Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna Barang ; dem 

f. penyerahan kembal i d i tuangkan da lam Ber i ta Acara Serah Terimja 

(BAST) . 

Pasa l 19 

(1) Kewaj iban penghuni r u m a h negara, an ta ra la in : 

a . memel ihara r u m a h negara dengan baik dan bertanggung j awab , 

t e rmasuk me l akukan perbaikan r ingan atas r u m a h negaija 

bersangkutan; dan 

b. meny( ; rahkan r u m a h negara da lam kondis i ba ik kepada pejabat yanjg 

berwenang paling lambat da lam j a n g k a w a k t u 1 (satu) bu lan terhi tung 

sejak tanggal d i ter imanya keputusan pencabutan S u r a t Iz in Penghuniajn 

(SIP). 

(2) Penghuni r u m a h negara d i larang un tuk : 

a . mengubah sebagian a tau s e l u m h bentuk m m a h tanpa iz in tertul is da\i 

pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

b. mengj^unakan r u m a h negara t idak sesua i dengan fungsi da|n 

pe run tukkannya ; 

c. memin jamkan a tau menyewakan r u m a h negara, baik sebagian m a u p u n 

kese luruhannya , kepada p ihak la in ; 

d. menyerahkan r u m a h negara, ba ik sebagian m a u p u n k e s e l u m h a n n y a , 

kepada p ihak la in ; 

e. menjgiminkan r u m a h negara a tau menjad ikan r u m a h n<igara sebagdi 

agunfin a tau bagian dar i pertanggunga:n utang da lam bentuk apapun; 

dan 

f. mengl iuni r u m a h negara da lam sa tu daerah yang s a m a bagi masing-

mas ing suami/ i s t r i yang berstatus Pegawai Negeri S ip i l . 
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pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya 

jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah 

berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, 

. pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat 

berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) 

kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, | 

pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi 

sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan 

diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau 

berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, dan 

penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

(BAST). 

Pasal 19 

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain: 

a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, 

termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara 

bersangkutan, dan 

menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang 

berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian 

(SIP). 

Penghuni rumah negara dilarang untuk: 

a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari 

pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, | 
. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan 

| 

peruntukkannya, 

meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun 

keseluruhannya, kepada pihak lain, 

. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, 

kepada pihak lain, 

menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai 

agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun, 

dan 

menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing- 

masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 
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Pasa l 20 

(1) Penetapan S ta tus Penggunaan barang mil ik daerah berupa r u m a h negara 

ditetapkfin oleh Wal i Kota. 

(2) Hak penghunian r u m a h negara ber laku sebagaimana ditetapkan dalaib 

S u r a t Izm Penghunian (SIP), kecual i d i t entukan la in da lam keputusajn 

pencabutan S u r a t Iz in Penghunian (SIP). 

(3] S u r a t Iz in Penghunian (SIP) u n t u k r u m a h negara golongan 1 di tetapkan olejh 

PengelolsL Barang . 

(4] S u r a t Iz in Penghunian (SIP) u n t u k r u m a h negara golongan 11 dan golongajn 

111 ditetaj3kan oleh Pengguna Barang . 

(5] S u r a t Iz in Penghunigm (SIP) sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ay^t 

(4) sekurang-kurangnya h a r u s mencan tumkan : 

a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatajn 

calon penghuni r u m a h negara; 

b. m a s a ber laku penghunian; 

c. pemyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewaj iban yarjg 

melekat pada r u m a h negara. 

d. menerb i tkan pencabutan S u r a t Iz in Penghunian (SIP) terhadap penghun^, 

yang d i l akukan : 

1. pal ing lambat 1 (satu) bu lan terhi tung sejak saat meninggal dun i^ , 

bagi penghuni yang meninggal dun ia ; 

2. pal ing lambat 1 (satu) bu lan terhitung sejak keputusaln 

pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti a tas k emauan send id 

ataiu yang d ikenakan h u k u m a n dis ipl in pemberhentian; 

3. pal ing lambat 2 (dua) minggu terhi tung sejak saat terbukt i adanyla 

pel anggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghuniajn 

r u m a h negara yang d ihun inya ; dan 

4. pal ing lambat 6 (enam) bu lan sebelum tanggal pens iun, bagi penghuijii 

yang memasuk i u s i a pens iun. 

Pasa l 21 

(1) Penghuni r u m a h negara golongan 1 yang tidfik lagi menduduk i j abatan hari^s 

menyera l ikan r u m a h negara. 

(2| Penghuni r u m a h negara golongan I I dan golongan I I I t idak lagi menghuijii 

a t au menempati r u m a h negara karena : 

a . d ip indahtugaskan (mutasi ) ; 
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Pasal 20 

Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara 

ditetapkan oleh Wali Kota. 

Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam 

Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan 

pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). 

Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh 

Pengelola Barang. 

Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan 

III ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) sekurang-kurangnya harus mencantumkan: 

a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan 

calon penghuni rumah negara, 

b. masa berlaku penghunian, 

C. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang 

melekat pada rumah negara. 

d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, 

yang dilakukan: 

1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, 

bagi penghuni yang meninggal dunia, 

2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan 

pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri 

atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian, 

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya 

pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian 

rumah negara yang dihuninya, dan 

4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum. tanggal pensiun, bagi penghuni 

yang memasuki usia pensiun. 

Pasal 21 

Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus 

menyerahkan rumah negara. 

Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni 

atau menempati rumah negara karena: 

a. dipindahtugaskan (mutasi), 
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b. iz in fLenghuniannya berdasarkan S u r a t Iz in Penghunian (SIP) telaj i 

berakhir ; 

c. berhenti a tas k emauan sendir i ; 

d. berhenti ka r ena pens iun ; a tau 

e. d iberhent ikan dengan hormat a tau tidak dengan hormat. 

Pasa l 22 

(1) Suami/ i s t r i /anak/ah l i war i s la innya dar i penghuni r u m a h negara Golongaln 

11 dan r u m a h negara golongan 111 yang meninggal dun i a wajib menyerahkan 

r u m a h negara yang d ihun i pal ing lambat 2 (dua) bu lan terhitu ng sejak saqt 

d i ter imanya keputusan pencabutan S u r a t Iz in Penghunian (SIP). 

(2) Pencabumn S u r a t Iz in Penghunian (SIP) r u m a h negara golongan I d i l a k u k a ^ 

oleh Pengelola Barang . 

(3) Pencabutan S I P r u m a h negara golongan I I dan golongan 111 d i l akukan oleh 

Pengguna Ba rang yang mena tausahakan r u m a h negara bersangkutan atajs 

persetujuan Pengelola Barang . 

Pasa l 23 

(1] Apabi la terjadi sengketa terhadap penghunian r u m a h negara golongan 

r u m a h negara golongan 11 dan r u m a h negara golongan 111, m a k a Pengelolla 

Barang/l^engguna B a r a n g yang bersangkutan me l akukan penyelesaian d a i 

melaporltan has i l penyelesaian kepada Wal i Kota. 

(2] Da lam pe laksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana d imaksud pad 

ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta ban tuan Perangkat Daerah 

un i t ker ja Perangkat Daerah terkait . 

Pasa l 24 

Pengamanan admin is t ras i barang mi l ik daerah berupa r u m a h negiu^a dilakukajn 

dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan mena tausahakan secara tertip 

d£in teratur a tas dokumen, an t a ra la in : 

a . sertif ikat a tau sura t keterangan h a k atas tanah ; 

b. Su ra t Iz in Penghunian (SIP); 

c. keputusEin Wal i Kota mengenai penetapan r u m a h negara golongan 1, 

golongan 11 a t au golongan 111; 

d. gambar / legger bangunan; 

e. data daftar barang; dan 

f. keputusEin pencabutan S u r a t Iz in Penghunian (SIP). 
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s0 TT 

b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) telah 

berakhir, 

c. berhenti atas kemauan sendiri: 

d. berhenti karena pensiun, atau 

e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. 

Pasal 22 

Suami /istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara Golongan 

II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan 

rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat 

diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). 

Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan I dilakukan 

oleh Pengelola Barang. 

Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan golongan III dilakukan oleh 

Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas 

persetujuan Pengelola Barang. 

Pasal 23 

Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, 

rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan 

melaporkan hasil penyelesaian kepada Wali Kota. 

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat Daerah / 

unit kerja Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 24 

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan 

dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib 

dan teratur atas dokumen, antara lain: 

a. 

b. 

Cc. 

sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah, 

Surat Izin Penghunian (SIP): 

keputusan Wali Kota mengenai penetapan rumah negara golongan I, 

golongan II atau golongan III, | 

gambar/ legger bangunan, 

data daftar barang, dan 

keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). 
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B A B V I I I 

PENGAMANAN BARANG MIL IK D A E R A H B E R U P A 

BARANG P E R S E D M A N 

Pasa l 25 

(1) Pengamanan fisik barang persediaan d i l akukan , an ta ra la in : 

a . menempatkan barang sesua i dengan freL uens i pengeluaran j en i s barang; 

b. menyi jdiakan tabung pemadam kebakaran di da lam gudang/tempqt 

penyimpanan, j i k a d iper lukan; 

c. menyi id iakan tempat peny impanan barang; 

d. mel indungi gudang/tempat peny impanan; 

e. menambah p rasa rana penanganan barang di gudang, j i k a d iper lukan; 

f. mengl i i tung fisik persediaan secara periodik; dan 

g. me l akukan pengamanan persediaan. 

(2) Pengamanan admin is t ras i barang persediaan d i l akukan , an ta ra la in : 

a . b u k u persediaan; 

b. k a r t u barang; 

c. Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) ; 

d. berita a ca ra pemer iksaan fisik barang; 

e. Su ra t Per intah Penya luran Ba rang (SPPE5); 

f. lapor£in persediaan Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna Baranjg 

semesiteran/tahunan; 

g. dokumen pendukung terkait l a innya y a r g d iper lukan. 

(3) Pengamanan h u k u m barang persediaan d i l akukan , dengan me lakukab 

pemprosesan tuntu tan ganti rugi yang d ikenakan pada p ihak-p ihak yang 

bertanggungjawab atas kehi langan barang persediaan akibat ke la la ian, 

sesua i kedentuan peraturan perundang-undangan. 

B A B IX 

P E N G A M A N A N B A R A N G M IL IK D A E R A H 

B E R U P A B A R A N G T A K B E ; R W U J U D 

Pasa l 26 

(1| Pengamanan f isik barang mi l ik daerah berupa barang tak berwuju|d 

d i l akukan dengan: 

a . membatasi pemberian kode akses h a n y a kepada p ihak-p ihak tertenfju 

yang berwenang terhadap pengoperasian s u a t u ap l ikas i ; 
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BAB VIII 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 

BARANG PERSEDIAAN 

Pasal 25 

(1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain: 

a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang, 

b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/ tempat 

penyimpanan, jika diperlukan, 

. menyediakan tempat penyimpanan barang, 

. melindungi gudang/tempat penyimpanan, 

c 

d 

e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan, | 

f. menghitung fisik persediaan secara periodik, dan 

g. melakukan pengamanan persediaan. 

(2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: 

a. buku persediaan, 

s kartu barang, 

Berita Acara Serah Terima (BAST), 

a
p
 

berita acara pemeriksaan fisik barang, 

» Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), 

te
n laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

semesteran/tahunan, 

g. dokurnen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

(3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan 

pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang 

bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA BARANG TAK BERWUJUD | 
| 

Pasal 26 | 

(1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud 

dilakukan dengan: 

a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu 

yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi, 

  

PERANGKAT | KABAG |... 
DAERAH | HUKUM | ASISTEN | SEKDA 

$ #9 k | 
N / 

  

            
   



- 19 -

b. me l akukan penambahan security system terhadap ap l ikas i yang 

dianggap strategis oleh pemerintah daerah. 

(2) Pengamanan adminst ras i barang mi l ik daerah berupa barang tak berwu ju^ 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mela lui : 

a . mengl i impun, mencatat, meny impan, dan mena tausahakan secara tertijb 

dan ttiratur a tas dokumen sebagai ber ikut: 

1. Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) ; 

2. l i s imsi ; dan 

3. dol iumen pendukung terkait l a innya yang d iper lukan. 

b. mengajukan h a k c ipta dan l isens i kepada ins tans i a tau p ihak yarjg 

memi l ik i kewenangan. 

B A B X 

PENGAF/IANAN BARANG MIL IK D A E R A H S E L A I N TANAH, GEIDUNG 

0AN/ATAU BANGUNAN, RUMAH NEGARA, DAN BARANG P E R S E D I A A N 

YANG MEMPUNYAI D O K U M E N B E R I T A /.CARA S E R A H T E F I M A 

Pasa l 27 

(1) Pengamanan fisik barang mi l ik daerah berupa se la in tanah , gedurig 

dan/a tau bangunan, r u m a h negara, dan barang persediaan y a r g 

mempunya i dokumen berita acara serah ter ima d i l akukan dengan 

menyimp»an barang di tempat yang sudah d i tentukan di l ingkungan kanto ' 

(2) Pengamanan admin is t ras i barang mi l ik daerah berupa selain t anah , gedurg 

dan/a tau bangunan, r u m a h negara, dan barang persediaan y a r g 

mempunya i dokumen Ber i ta Acara Se rah Ter ima (BAST) d i l akukan , an t a ra 

la in : 

a . faktur pembelian; 

b. dokumen Ber i ta Acara Se rah ter ima (BAIST); 

c. dokumen pendukung terkait l a innya yang d iper lukan. 

(3) Pengamanan h u k u m barang mi l ik daerah berupa se la in t anah , geduilg 

dan/a tau bangunan, r u m a h negara, dan barang persediaan y a r g 

mempunya i dokumen Ber i t a Acara Serah Ter ima (BAST) dilal>:ukan dengan 

me l akukan pemprosesan T u n t u t a n Gant i Rugi yang d ikenakan pada p ihak 

p ihak ygmg bertanggungjawab a tas kehi langan barang sesua i ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang 

dianggap strategis oleh pemerintah daerah. 

(2: Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak berwujud 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: 

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib 

dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

1. Berita Acara Serah Terima (BAST), 

2. lisensi, dan 

3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang 

memiliki kewenangan. 

BAB X 

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH, GEDUNG 

DAN/ATAU BANGUNAN, RUMAH NEGARA, DAN BARANG PERSEDIAAN 

YANG MEMPUNYAI DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA 

Pasal 27 

(1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung 

dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang 

mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan 

menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor. 

(2) Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung 

dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang 

mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara 

lain: 

a. faktur pembelian, 

b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST), 

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

(3) Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung 

dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang 

mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan dengan 

melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak- 

pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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B A B X I 

P E M E L I H A R A A N 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 28 

(1) Ba rang yang dipel ihara ada lah barang mi l ik daerah dan/atau barang mi l ik 

daerah <lalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna B a r a n g / K u a s a 

Pengguna Barang . 

(2) Pengeloki Barang , Pengguna Barang dan k u a s a Pengguna Ba rang 

bertanggungjawab atas pemel iharaan barang mi l ik daerah yang beradq 

da lam penguasaannya. 

(3) T u j u a n d i l akukan pemel iharaan atas barang mi l ik daerah sebagaimanJa 

d imakud pada ayat (2) ada lah u n t u k menjaga kondis i dan memperba i l i 

s emua barang mi l ik daerah agar se la lu da lam keadaan baik d£m layak sertja 

s iap d igunakan secara berdaya guna dan berhas i l guna. 

(4) Da lam rangka tu juan sebagaimana d imaksud pada ayat (3], pemerintah 

daerah l i a r u s memprior i taskan anggaran belanja pemel iharaan dalaipi 

j u m l a h yang c u k u p , 

(5) B i a y a pemel iharaan barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud pada ay^t 

(4) d ibebi inkan pada A P B D . 

(6) Da lam h a l barang mi l ik daerah d i l a k u k a n ] 3 e m a n f a a t a n dengan p ihak laiik, 

b iaya pemel iharaan menjadi tanggung j awab sepenuhnya dar i m i t ra 

pemanfaatan barang mi l ik daerah. 

Bag ian Keduci 

Pemel iharaan Barang Mil ik Dae rah 

Pasa l 29 

(1) Pemel iharaan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 28 berptjdoman pad|a 

daftar kebu tuhan pemel iharaan barang mi l ik daerah. 

(2) Daftar Icebutuhan pemel iharaan baranjg mi l ik daerah sebagaimaria 

d imaksud pada ayat (1) me rupakan bagian dar i daftar k e b u i u h a n baranjg 

mi l ik daerah. 
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BAB XI 

PEMELIHARAAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 28 | 

Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik 

daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang. 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang 

bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya. 

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana 

dimakud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki 

semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta 

siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. | 

Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah 

daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam 

jumlah yang cukup, 

Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dibebankan pada APBD. | 

Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak tadi, 

biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra 

pemanfaatan barang milik daerah. | 

Bagian Kedua | 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Pasal 29 

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berpedoman pada 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. 

Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan berang 

milik daerah. 
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Pasa l 30 

(1) K u a s a Pengguna Ba rang wajib membuat Ds i t a r Has i l Pemel iharaan Baranb; 

yang bersida da lam kewenangannya. 

(2) K u a s a l^engguna B a r a n g melaporkan has i l pemel iharaan barsuig 

sebagaimana dimsiksud pada ayat (1) secara tertul is kepada Pengguna 

Ba rang u n t u k d i l akukan penelit ian secara berka la setiap enam bulan/pcr 

semester. 

(3) Penggumi B a r a n g a tau pejabat yang d i tun juk menelit i laporan sebagaimsma 

d imaksud pada ayat (2) dan m e n y u s u n daftar has i l pemel iharaan barang 

yang d i l a k u k a n da lam 1 (satu) T a h u n Anggsiran. 

(4) Daftar Has i l Pemel iharaan B a r a n g yang d i s u s u n pengguna barang a tau 

pejabat } a n g d i tun juk sebagaimana dimalcsud pada ayat (3) m e r u p a k a i 

bahan u n t u k me l akukan evaluas i mengenai efisiensi pemel iharaan barang 

mi l ik daerah. 

(5) Penel it ian laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l a k u k a n terhadaf 

a . smggaran belanja dan rea l isas i belanja pemel iharaan; dan 

b. target k iner ja dan rea l isas i target k iner ja pemeliharaem. 

(6) Penggunji Ba rang melaporkan/menyampaikan Daftar Has i l ]=>emeliharaaji 

B a r a n g ttirsebut kepada Pengelola Ba rang secara berkala . 

Pasa l 3 1 

(1) Da lam rangka tertib pemel iharaan setiap j en i s barang mi l ik daerah 

d i l akukan pencatatan k a r t u pemel iharaan/perawatan yang d i l a k u k a n olep 

pengurusi barang/pengurus barang pembantu. 

(2) K a r t u pemel iharaan/perawatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

memuat : 

a . n a m a barang; 

b. spesi f ikasinya; 

c. tanggfil pemel iharaan; 

d. j en i s pekerjaan a tau pemel iharaan; 

e. baran:§ a tau bahan yang dipergunakan; 

f. b iaya pemel iharaan; 

g. p ihak yang me laksanakan pemeliharaan:, dan 

h . h a l l a in yang diperlukgm. 

PERANGKAT KABAG 4 ^ x 0 ^ ^ ^ 
D.\ERAH HUKUM A ^ l b l U N SEKDA   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 
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Pasal 30 

Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 

yang berada dalam kewenangannya. 

Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna 

Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per 

semester. 

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang 

yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau 

pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang 

milik daerah. 

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: 

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan, dan 

b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. 

Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan 

Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala. 

Pasal 31 

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah 

dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan /perawatan yang dilakukan oleh 

pengurus barang/pengurus barang pembantu. | 

Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a. nama barang, 

T spesifikasinya, 

tanggal pemeliharaan, 

2
 

. jenis pekerjaan atau pemeliharaan, 

barang atau bahan yang dipergunakan, 

biaya pemeliharaan, | 

pihak yang melaksanakan pemeliharaan, dan | 

h
m
 

0 

. hal lain yang diperlukan. 
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Pasa l 32 

Peraturan Wil l i Kota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturajn 

Wali Kota in i da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 iv.t »¥«r 

^ W A L I KOTA GORONTALO, ^ 

2020 

A. TAHA 

Di undangkan di Gorontalo 

Pfida tanggal 13 0 c t » « i r 2020 

S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

BISRITA D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3? 

PERANGKAT 
DAERAH H I 

LBAG 
IKUM ASISTEN S E K D A 

• ¥   

-22 - 

Pasal 32 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 @ktseer 2020 

ALI KOTA GORONTALO, k 

« 

MA N A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

Pada tanggal 13 Oortosar 2020 

SEKRETARIS DA H KOTA GORONTALO,     

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 32 
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